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ABSTRAK

Dalam meningkatkan performa ekonomi digital, Online Single Submission (OSS) merupakan
sadah satu wujud dari reformasi ekonomi digital yang diciptakan pemerintah Indonesia
Penerapan OSS juga merupakan salah satu cara pemerintah dalam mewujudkan optimalisasi
investasi di Indonesia dengan cara penyederhanaan birokrasi administrasi untuk memberikan
pelayanan publik yang berkualitas dan optimal. Dalam mewujudkan implementasiannya dalam
masyarakat, pemerintah Indonesia memberikan komitmen agar pelayanan OSS ini bisa
dilakukan dengan mudah, cepat dan tepat. Melihat Fenomena tersebut, penelitian ini ditujukan
untuk mengetahui implementasi Online Single Submission dalam mewujudkan optimalisasi
Investas di DPMPTSP Kabupaten Tulungagung dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan
metode analisis Swot bertujuan untuk menganalisis kekuatan (Strengths), kelemahan
(Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) dari implementasi Sistem
Online Single Submission (OSS) daam upaya optimalisas investass di Kabupaten
Tulungagung. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini memeriksapersepsi dan pengalaman
pemangku kepentingan serta faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan penerapan OSS.

Keyword : Online Single Submission, investasi, analisis SWOT, Kabupaten
Tulungagung, optimalisas investasi.

ABSTRACT

Inimproving digital economic performance, Online Sngle Submission (OSS) isaformof digital
economic reform created by the Indonesian gover nment. Implementing OSSis also one of the
government's ways of realiziing investment optimization in Indonesia by simplifying
administrative bureaucracy to provide quality and optimal public services. In realizing its
implementation in society, the Indonesian government is committed to ensuring that OSS
services can be carried out easily, quickly and precisely. Seeing this phenomenon, thisresearch
isaimed at finding out the implementation of Online Sngle Submission in realizing investment
optimization in DPMPTSP Tulungagung Regency using a qualitative descriptive approach and
Swot analysis method aimed at analyzing strengths, weaknesses, opportunities and threats.
Threats) from the implementation of the Online Single Submission (OSS) Systemin an effort to
optimize investment in Tulungagung Regency. Through a qualitative approach, this research
examines stakeholder perceptions and experiences as well as key factors that influence the
success or failure of OSSimplementation.
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PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkembangan teknologi yang sangat masif ikut serta menjadi pengiring
peranan pemerintah Indonesia dalam membangun perubahan. Salah satu penerapannya yakni
kebijakan luar negeri Indonesia pada perekonomian yang menuju kearah digitalisasi.
Digitalisas merupakan salah satu dampak dari globalisasi yang mana kehidupan akan menjadi
sangat terbuka dan tanpa mengena batasan wilayah. Digitalisasi di sektor perekonomian
menjadi salah satu titik awal dari kekuatan ekonomi Indonesiadi kancah Internasional. Dalam
mencapal optimalisasi ekonomi digital Indonesia, pemerintah perlu memiliki berbagal strategi
dalam bersaing di Industri global terutamadalam menarik investor asing yang terangkum dalam
Roadmap Making Indonesia 4.0 (Kuncoro, 2020).

Dalam menarik investor asing tentunya Indonesia harus mempersiapkan berbagai cara
mula dari promos investas, reformas birokrasi, dan memberikan kemudahan berinvestasi.
Indonesia merupakan sebuah negarayang memiliki tujuan investas yang sangat tepat bagi para
investor asing sebab memiliki beberapa keuantungan seperti pasar saham dan obligasi yang
dianggap sangat baik, skema kerja sama pemerintahan dan badan usahan yang dapat diatur oleh
lembaga pemei ntahan. Pemerintahan Indonesia berupaya untuk dapat mengomptimalkan setiap
langkah dalam menarik minat investor khususnya investor asing dengan melewati penerbitan
rancangan peraturan pemerintahan dalam kemudahan berinvestasi. Regulas kemudahan
berinvestas menjadi sebuah bentuk kepastian hukum bagi para investor. Dengan upaya
pemerintah melakukan pengoptimalisasian langkah ini dengan tujuan untuk dapat menarik
investor asing.

Skema Investasi yang dibuat oleh lembaga pemerintahan Indonesia pada kenyatanya
masi belum mampu menarik minat bagi invesator termasuk padainvestor asing ini dapat dilihat
dari indeks Ease of Doing Business yakni kemudahan berbisnis yang di tetapkan oleh bank
dunia yang mana Indonesia sendiri masi berada pada urutan 73 dibawah negara Vietnam dan
Malaysia (Business, 2019). Rendahnya indeks dalam kemudahan berbisnis di Indoneisa ini
dikarenakan masi kurangnya proses dan prosedur pengurusan perizinan berinvestaasi mas
sangat minim dan rumit serta tidak adanya sebuah jaminan kepastian hukum bagi para pelaku
investor untuk dapat berinvestasi di indonesia(angka). Prosedur dan proses perizinan yang
minim dan rumit membuat terjadinya regulasi penanaman modal di Indonesia pada, Undang-
undang no 1 tahun 1967 terkait Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-undang no 6
tahun 1968 terkait Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Regulasi undang-undang ini membuat bidang penanaman modal memunculkan sebuah
kebijakan yang berada pada bidang investasi yang sifatnya diskriminasi dan mengakibatkan
keenganan dalam investor asing untuk dapat berinvestasi di Indoneisa padahal lembaga
pemerintahan sangat membutuhkan penanaman modal asing untuk dapat mendorong terjadinya
perkembangan aktivitas ekonomi baik secara nasional maupun daerah. Terobosan yang dibuat
pada bidang hukum ini membuat pemerintahan Indonesia menerbitkan Undang-undang no 25
tahun 2007 terkait penanaman modal sebagai sebuah bentuk keseragaman penanaman modal di
Indonesia dengan tujuan untuk dapat menghilangkan dikriminasi pada perlakuan bagi investor
dalam negeri atapun investor asing.
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Perubahan regulas yang terjadi pada penanaman moda ini dilakukan oleh
pemerintahan Indonesia sebagaai sebuah bentuk penyusuaian dari dinamika politik dan
ekonomi yang terus berkembang di Indonesia yang mana ini membuat adanya sebuah
perubahan terhadap kebijakan dalam berinvestas di Indonsia. Kebaruan hukum yang terjadi
pada penanaman moodal adalah sebagai sebuah upaya untuk dapat mengatisipasi pada
perubahan ekonomi global dan sebagai sebuah bentuk tanggung jawab |lembaga pemerintahan
Indonesia dalam kontribusi diberbagai bidang kerjasama ekonomi internasional, dengan tujuan
menciptakan iklim investass yang masif, sistematis, dan keefisensian dengan mas
mempertahankan kepentingan ekonomi nasionnal

Penanaman Modal di Indoneisadiperkuat dengan peratuan pemerintah no 24 tahun 2018
terkait pelayanan perizinan berusaha terintergari secara elektronik atau Online Single
Submission (OSS) yang mengatur berjalanya pengurusan perizinan investasi dibawah lembaga
pemerintahan Indonesia yang mengeluarkan perwenangan dalam perizinan berinvestas.
Pelayanan perizinan usahatelah terintergrasi secara elektronik atau Online Single Submission
memberikan perilaku yang sama bagi para investor dengan tujuan untuk melakukan
penyederhanaan persyaratan serta prosuder invesasi sebagai sebuah bentuk respon terhadap
berkembangnya persaingan antar negara untuk dapat menanamkan modal asing mereka di
Indonesia sekaligus sebagau sebuah jalan dalam memberi perubahan padaiklim investas yang
lebih kondusif(Pujiono, Dewi Sulistianingsih, 2022).

Dengan adanya langkah pembaruhan peraturan pemerintahan ini Indonesia mulai
mengkhususkan kedalam konteks diplomasi eknomi yang mana berfokus pada sebuah jaringan
kelompok berbisnisdi luar neger untuk dapat mempromosikan perdagangan dan investasi yang
melibatkan koordinatoe serta beberapa lembaga pemerintahan Indonesia dengan menggandeng
para kelompok bisnis dengan memperluar lingkup jaringan. Indonesia sebagai sebuah negara
emer ging economis memerlukan langkah strategis dalam mel akukan strategi agar dapat tercapal
target pembangunan ekonomi nasional. Bahwasanya sistem Online Sngle Submission Ini
adalah sebuah sistem yang digunakan untuk dapat membantu peroses legalitas di Indonesia
dengan ketentuan hukum yang ada. Proses legalitas ini merupakan salah satu hal yang
dikeluhkan oleh para investor yang ingin menanamkan modal di Indoneisa. Dengan adanyaiini
pemerintahan Indonesiaa mengambil langkah dengan pernanan BKPM selaku koordinator dari
pelaksana investas di Indonesia. Dalam hal ini BKPM sendiri melakukan penanganan di
tingkat daerah dengan memantau sistem intergrasi yang telah diciptakan. Dengan kata lain
BKPM ini mempunyai akses daerah yang memiliki peranan secarateknisdalam prosesinvestasi
daerah termaasuk di Tulungagung.

Pengaplikasian sistem Online Sngle Submission di Tulungagung dalam proses
perizinan berusahainvestas di Tulungagung sendiri masyarakat masi mengeluh bahawasannya
pelaku usaha belum dapat mendaftarkan usaha mereka dikarenakan tidak tahu caranya
mengaplikasikan sistem OSS ini. Hal tersebut terjadi sebab kebanyakan dari pemiliiki usaha
atas namamasyarakat yang tergolong sudah lanjut usiayang manaini menjadi sebuah gap untuk
masyarakat dalam mengoprasikan sistem yang telah dibuat. Hal ini juga menunjukan bahwa
masi banyak para pelaku usahayang perlu didorong untuk dapat menggunakan sistem tersebut.
Online Single Submission (OSS) di Tulungagung merupakan sebuah bagian dari upaya
pemerintah dalam mengoptimalkan realisasi penanaman modal dan dapat mempermudah
proses perizinan berusaha. Sistem OSS merupakan sebuah sistem perizinan usaha yang telah
terintergrasi secara elektronik yang di terbitkan oleh lembaga pemerintahan dengan tujuan
untuk dapat membantu para pelaku usaha dengan melaui sistem elektornik yang telah
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terintergrasi. Dengan ini para pelaku usaha seperti halnya UMKM untuk dapat mengurus
perizinan berusaha secara onling(Kabar Tulungagung, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang mana penelitian
ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan terkait Implementasi Online Single
Submission yang dilakukan oleh salah satu PTSP di bawah kementrian investasi atau Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung dalam rangka optimalisasi investasi baik
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Moda Asing (PMA).
Penelitian ini bersifat kualitatif yang berfokus pada pemahaman dalam mengenai faktor yang
mempengaruhi optimalisasi investasi melaui sistem OSS. Dengan mengumpulkan datamelalui
wawancara yang melibatkan para pejabat pemerintahan daerah dan permawikalan masyarakat
untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman mereka terkait implementasi OSS, serta
melakukan observasi dokumen resmi, kebijkan, dan laporan terkait investasi dan penerapan
OSS di Kabupaten Tulunggagung. Dengan penelitaian ini diharapkan dapat melihat bagaimana
penerapan OSS dapat mempengaruh optimalisasi investasi di Kabupaten Tulungagung dengan
mengagabungkan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis SWOT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanaman modal adalah sebuah aktivitas bisnis yang telah dilakukan oleh setiap
negara, baik itu dalam bentuk penanaman modal dalam negeri ataupun penanaman modal asing
yang berguna menggerakan ekonomi nasional. Penanaman modal asing di maknai sebagal
sebuah aktivitas menanam modal pada suatu negara seperti di Indonesia oleh penanaman modal
asing bak itu yang menggunakan modal asing sepenuhnya ataupun itu perusahan dengan
penanaman moda dalam negeri. Penanaman modal asing di suatu negara dikenal dengan
investasi yang memiliki manfaat cukup luas bagi sebuah negara penerima investasi, seperti
menyerap tenaga kerja yang menciptakan produk dalam negeri sebagai salah satu bahan baku,
menambah devisi apabila investor asing berorientasi ekspor dan menambah penghasilan
ekonomi negara dari sekot pajak, teknologi ataupun pengetahuan.

Dengan keuntungan yang dapat diperoleh negara penerima investass maka
pemerintahan Indonesia banyak berupaya untuk dapat menarik investor asing dengan tujuan
menarik minat minat investor asing untuk dapat berinvestasi di Indonesia, untuk dapat menarik
minat para investor asing pemerintahan Indonesia memerlukan adanya tanggung jawab dari
pemerintah pusat untuk dapat menyederhanakan kebijakan yang menjadi lingkup seperti
jaminan pada investor, ketenagakerjaan dan pelaku usaha, bagi pemerintahan daerah sendiri
seperti Kabupaten Tulungagung perlu melakukan langkah serius untuk dapat menekan
munculnya peraturan daerah yang berkait dengan investasi (Prasetyo et al., 2021).

Negara Indonesia sering dianggap oleh para investor sebagal negara yang belum dapat
memberikan sebuah jaminan hukum penanaman modal asing, meski dengan adanya berbagai
peraturan pemerintahan yang telah mengatur berbagai jenis perizinan yang harus dipenuhi oleh
selaku investor, tidak adanyajaminan kepastian hukum dibidang perjanjian investasi yang telah
dintunjukan oleh peraturan pemeritah no 23 tahun 2014 terkait pemerintahan daerah yang
memiliki kewenagan kepada pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan urusan rumah
tangganya sendiri, terkhusus dalam kewengan untuk dapat menerbitkan suatu perizinan
investasi. kewenagan pemerintah daerah untuk dapat memberikan izin sering dijadikan sebagai
sebuah sumber pendapatan daerah yang nanti akan digunakan untuk membiaya ekonomi
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pemerintahan daerah. dampaknya terdapat berbagai lembaga berwenang yang akan
memberikan izin, baik itu secara benar ataupun salah itu dapat memunculkan sebuah hukum di
sektor perizinan yang berdampak pada proses serta prosedur pengurusan perizinan yang
menjadi rumit serta biaya yang cukup besar yang pada akhirnya akan memuncul kan ketidak
pastian hukum.

Kepastian hukum dalam berinvestas memegang peranan penting bagi para pelaku
investor sebab sebaik apapun pasar serta bahan baku, namun apabila tidak disamakan dengan
regulasi pemerintah yang bersifat mendukung makan tidak dapat dipastikan bagi investor akan
enggan menginvestaikan modalnya di Indonesia. Dengan kepastian hukum ini menjadi suatu
upaya untuk mendatankan para investor asing ke negara Indonesia dengan memberikan
perlindungan hukum terhadap moda yang telah ditanamkan para investor.(Hernawati &
Suroso, 2020)

Pemberikan kewenangan kepada daerah untuk mengeluarkan izin, karena penerbitan
izin merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengendalian yang
dilakukan pemerintah terhadap kegiatan masyarakat. Kenyataannya, kewenangan perizinan
yang dimiliki pemerintah daerah belum mampu menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien
di bidang perizinan, sebagaimana terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah.
Badan Koordinas Penanaman Moda (BKPM) sudah mulai menerapkan konsep sistem
pelayanan terpadu satu pintu dengan sistem pelayanan “satu pintu”, meskipun penerapannya
belum menjamin kemudahan perizinan. Dengan diperkenalkannya konsep pelayanan atap
tunggal, konsep sistem pelayanan tunggal semakin ditingkatkan, sedangkan syarat untuk
memperolehizin tetap tidak berubah. Konsep sistem pengelolaan payung terpadu tampaknya
tidak membawa banyak perubahan di tingkat bawah, dimana investor masih percaya bahwa
prosedurnya rumit dan persyaratan, jadwal dan biaya yang diperlukan tidak dapat diukur atau
dijamin.

Hambatan yang muncul dalam konsep satu pintu diatasi oleh pemerintahan Indonesia
dengan mengeluarkan surat mentri dalam negeri tentang pembentukan pelayanan terpadu satu
pintu dan instruksi mentri dalam negeri nomor 25 tahun 1998 terkait pelayanan terpadu satu
pintu. Implementas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap di daerah banyak
mengalami kendala terkait dengan mekanisme perizinan yang masih rumit dan kendaa
koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sulit mengakibatkan proses
perizinan tidak berjalan dengan baik dan berfungs secara optimal (Atmanto, 2019).

Kabupaten Tulungagung memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan menjadi
peluang investasi untuk meningkatkan pendapatan daerah seperti potensi wisata alam,
perikanan, industri pengolahan, industri pangan, hortikultura, peternakan, industri konveksi,
industri tenun, industri ransel dan tenda, industri metalurgi, industri tembakau (industri rokok),
dan kergjinan tangan. Investasi pembangunan di Kabupaten Tulungagung dalam tiga tahun
terakhir baik Penanaman Moda Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing
(PMA) mengalami peningkatan. Pada data yang diperolen dari DPMTSP Kabupaten
Tulungagung ditemukan bahwa pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Tulungagung
mengalami peningkatan yang signifikan(Ridlo, 2023).

Objek wisata menjadi fokus utama Kabupaten Tulungagung untuk menarik investor
dalam dan luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa Kabupaten Tulungagung mempunyai
potensi wisata yang besar khususnya pantai yang manadapat dikembangkan lebih lanjut
menjadi properti investas yang menarik dan menarik wisatawan dari berbagai kalangan.
Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Pusat saat ini telah mengel uarkan peraturan
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baru untuk menyederhanakan pelayanan publik terkait perizinan dan penanaman modal yakni
peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Komersial Terintegras
Secara Elektronik. Peraturan ini memperkenalkan sistem penyederhanaan pelayanan publik
yang disebut Sistem Aplikasi Online Tunggal. OSS (Online Single Submission) merupakan
izin komersial yang terintegrasi secara elektronik(Indonesia, 2018).

Bahwa penanaman modal di Kabupaten Tulungagung didasarkan pada kemudahan
perizinan yang pel aksanaannya harus cepat, mudah, transparan, aman dan nyaman. Kabupaten
Tulungagung memungkinkan adanya sistem yang terintegrasi secara elektronik. Artinya,
melalui adanya OSS (Online Single Submission) atau sistem perizinan online kewenangan
pengurusan izin dan nonizin masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pelayanan teknis untuk
memenuhi persyaratan lisens yang diperlukan. Untuk lebih menarik investasi daerah harus
mempunyai potensi yang bisa “dijual” kepada investor. Pemerintah Kabupaten Tulungagung
harus mampu memastikan daerah tersebut memiliki potensi bagi investor dalam menghadapi
krisis perekonomian nasional dan global. Kabupaten Tulungagung melakukan kegiatan
promos yang bertujuan untuk menampilkan berbaga potensi dan peluang investasi yang ada
di Kabupaten Tulungagung.

Tanpa adanya proses publikasi atau promosi para investor atau pengusaha tidak akan
bisa mengetahui potens dan peluang investass yang ada. Kegiatan promos Kabupaten
Tulungagung berupa pameran yang merupakan bentuk untuk mempromosikan potens
investasi dan peluang bagi para pengusaha atau investor yang ingin menanamkan modalnya.
Pameran ini juga menjadi wadah bagi Kabupaten Tulungagung untuk menjaring investor baik
lokal, daerah, nasional, maupun asing.

Kabupaten Tulungagung mempunyai berbagai potensi daerah di  Kabupaten
Tulungagung mulai dari pariwisata, peternakan, industri dan sektor potensial lainnya.
Tujuannya untuk menarik minat investor dalam negeri (PMDN) dan asing (PMA) untuk
berinvestass di Kabupaten Tulungagung guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan dalam skala yang lebih besar. Dengan mengikuti kegiatan pameran
ini Kabupaten Tulungagung berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mempromosikan
potensi serta peluang investasi seperti wisata alam, produk-produk berkualitas serta sumber
daya alam Tulungagung. Dengan cara ini potensi dan peluang investasi dapat diketahui dan
menjadi perhatian masyarakat luas yang mana nanti pada akhirnya dapat mendorong investor
untuk menanamkan modal mereka Kabupaten Tulungagung(Mintarti et al., 2021).

Di kabupaten Tulungagung sistem perizinan OSS pada peraturan Bupati nomer 60
tahun 2021 tentang Standar oprasional prosedur pelayanan perizinanadan non perizinan Dinas
Penanaman Moda dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, telah
memungkinkan para pelaku usaha untuk dapat melakukan izin usaha secara online baik itu
dalam bentuk perseorangan ataupun non perorangan(Tulungagung, 2021). Langkah dalam
penggunaan sistem OSS meliputi dengan pendaftaran, pengisian data, verifikasi akun dan
publikasi NIB sertaizini untuk berusaha. Prosesini memungkinkan para pelaku usaha untuk
dapat memperoleh izin usaha dengan |ebih baik dan mudah. Tanpa harus pel aku usahamelalui
sebuah proses konvensional yang memerlukan kehadiran pelaku usaha untuk datang ke kantor
DPMPTSP.

Daam rangka meningkatkan partisipas pengguna OSS di Tulungagung, pemerintah
daerah perlu melakukan upaya-upaya peningkatan kesadaran pelaku usaha tentang manfaat
dan proses penggunaan OSS. Hal ini dilakukan melaui sosidisas dan bimbingan teknis yang
diadakan oleh pemerintah daerah atau pihak-pihak terkait. Dengan adanya upaya-upaya
tersebut, diharapkan partisipasi pengguna OSS di Tulungagung dapat meningkat dan
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memudahkan proses perizinan usahadi daerah tersebut. Dalam mempermudah perizinan yang
ada pemerintah Indonesia yang mana Transparansi dalam sistem Online Single Submission
(OSS) merujuk pada pelakuatan yang terbuka, efisien, dan mudah diakses oleh pengguna
Sistem ini memudahkan semua proses perizinan dan memerlukan lebih dari 70 undang-
undang, 47 Peraaturan Pemerintah, ditambah peraturan presiden dan peraturan Menteri.

Pel aksanaan izin Usahamelalui OSS menghasilkan polaketeraturan sebagaimanayang
diharapkan dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Partisipasi pengguna OSS di Tulungagung
memberikan sebuah kemudahan dan manfaat besar bagi para pelaku usaha terutama di tengah
kondisi pasca pandem yang menuntut para pelaku usah untuk dapat beradaptasi dan
berinovasi. Dengan melalui sistem OSS proses perizinan usaha menjadi lebih mudah, cepat
dan transparan yang memungkingkan para pelaku usaha untuk dapat lebih fokus pada
pengembangan usah meraka. Namun untuk dapat memastikan efektivitas penuh dari OSS perlu
adanya pendampingan, sosialisasi, dan pemahaman yang baik tentang sistem OSS ini untuk
perlu ditingkatkan dengan lebih baik lagi(Tulungagung, 2021).

Sistem Online Single Submission (OSS) telah menjadi inovas yang signifikan dalam
menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan investass di Indonesia. Kabupaten
Tulungagung, sebagai salah satu daerah yang berkomitmen untuk meningkatkan daya tarik
investasinya, telah mengimplementaskan OSS sebagai bagian dari upaya optimalisas
investasi. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) merupakan alat
yang efektif untuk mengevaluas faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi
implementasi OSS di Kabupaten Tulungagung.

Kekuatan (Strengths)

Kekuatan dapat dianalisis dari Efisiensi proses perizinan dan peningkatan daya tarik
investasi dengan adanya Online Single Submission (OSS). Dalam pereanan Efisiensi Proses
Implementasi OSS memberikan keunggulan dalam efisiensi perizinan investasi. Proses yang
lebih cepat dan lebih mudah dapat meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten
Tulungagung. OSS membawa transparansi dalam proses perizinan, mengurangi risiko
korupsi, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih bersih dan akuntabel. Pengintegrasian
data sistem OSS dapat diintegrasikan dengan berbaga instansi terkait, memungkinkan
pertukaran data yang lebih efisien antar departemen, dan mendukung pengambilan keputusan
yang lebih baik.

Dengan meningkatkan efisiensi proses perizinan dan daya tarik investasi. Melaui
sistem Online Single Submission (OSS) memerlukan proses perizinan bisnis dapat dilakukan
secaraterintegras dan elektronik, mengurangi hambatan birokrasi dan waktu yang diperlukan
untuk mendapatkan izin usaha. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan daya tarik investas
dengan menciptakan lingkungan usaha yang lebih ramah dan efisien. Selain itu sistem OSS
juga memungkinkan pendaftaran investasi baru dan perluasan bisnis dilakukan secara online,
memberikan kemudahan akses dan konsultasi bagi para pelaku usaha. Sistem OSS dapat
memberikan kontribusi dalam optimalisasi investas di Kabupaten Tulungagung melalui
peningkatan efisiensi proses perizinan. Dengan adanya sistem OSS dengan diharapkan dapat
terjadi percepatan dalam perolehan izin usaha yang mana mendorong pertumbuhan investasi
di daerah tersebut. Selain itu sistem OSS memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara
berbagai lembaga terkait dalam proses perizinan sehingga dapat mengurangi tumpang tindih
regulasi dan memperjelas prosedur perizinan.

Dengan demikian kekuatan implementasi Online Single Submission (OSS) di
Kabupaten Tulungagung dapat dilihat dari dua aspek utama yaitu dari efisens proses
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perizinan dan peningkatan dayatarik investasi. Melalui integrasi dan penyederhanaan proses
perizinan sistem OSS yang berpotens untuk dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih
kondusif sehingga mendorong pertumbuhan investass dan mempercepat pembangunan
ekonomi daerah(Invesment/BPKM, 2021).

Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan dapat dilihat dari konektivitas internet pada daerah kabupaten
Tulungagung, Pemahaman yang kurang terkait penggunaan platform OSS, dan adanya
kesenjangan digital. Keterbatasan akses teknologi mebuat beberapa pihak terutama pelaku
usaha mikro dan kecil mungkin mengalami kendala dalam mengakses teknologi yang
diperlukan untuk menggunakan OSS secara efektif, serta kurangnya sumber daya manusia
yang unggul yang dapat mempengaruhi keteramplan dan infrastruktur teknologi yang
memadal di Kabupaten Tulungagung.

Konektivitas internet di  Kabupaten Tulungagung sangat penting dalam
mengimplementasi sistem OSS. Ketidakpastian akses yang baik ke internet dapat menjadi
hambatan dalam proses pengiriman laporan kepegampilan pemerintah. Pemahaman yang
kurang terkait penggunaan platform OSS juga menjadi kesulitan dalam implementasi ini.
Masyarakat memiliki perasaan bahwamelihat berbagai jenis pengawasan dapat menyebabkan
keberatan dan beban tambahan. Hal ini mungkin menyebabkan adanya resisten terhadap
penggunaan platform sistem OSS. Munculnya kesenjangan digital yang ada di Kabupaten
Tulungagung juga menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi OSS. Kesalahan ini
dapat diperhatikan dari keterbatasan akses internet dan keterbatasan informasi dan pelatihan
yang diberikan kepada pengguna(lrfani et al., 2021).

Peluang (Opportunities)

Peluang dapat dianalisis dari Perbaikan di berbagai sektor di Kabupaten Tulungagung
terkait dengan penyerapan tenaga kerja, pengembangan Usaha Mikro dan Kecil daerah. Selain
itu adanya Transfer Teknologi. dari Peningkatan investass dengan OSS, di Kabupaten
Tulungagung memiliki peluang untuk menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam negeri
maupun luar negeri karena proses perizinan yang lebih cepat dan mudah. dengan
mengembangkan ekonomi daerah ini Implementas OSS dapat menjadi daya dorong untuk
pengembangan ekonomi lokal, dengan adanya peluang bagi perusahaan teknologi untuk
berkontribusi pada pengembangan OSS dan layanan pendukungnya.

Implementass Online Single Submission (OSS) dalam optimalisas investasi di
Kabupaten Tulungagung memiliki beberapa kelemahan yang memunculkan peluang dan
kesempatan yakni. Pertama meskipun tujuannya adalah untuk memudahkan perizinan usaha,
sstem OSS mash dihadapkan pada kompleksitas birokras dan regulas yang
membingungkan, yang dapat menghambat para pel aku usaha dalam memperoleh lisens bisnis
secaraefisien. Kedua, terdapat kendaladalam prosesintegrasi dari sistem lamake sistem OSS,
yang menyebabkan adanya keterlambatan dalam penerapan sistem OSS di tingkat daerah.
Ketiga, meskipun OSS diharapkan dapat merangsang investasi, nhamun masih terdapat
kekhawatiran terkait dengan penyerapan tenaga kerja dan pengembangan usaha mikro, kecil,
dan menengah di daerah, sertatransfer teknologi.

Dalam konteks Kabupaten Tulungagung, perbaikan di berbaga sektor terkait dengan
penyerapan tenaga kerja, pengembangan usaha mikro dan kecil, sertatransfer teknologi dapat
menjadi peluang untuk mengatas kelemahan implementasi OSS. Misalnya, pemerintah
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daerah dapat fokus pada penyederhanaan regulasi dan birokrasi terkait dengan investas,
sehingga dapat meningkatkan dayatarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu,
upaya untuk memfasilitasi transfer teknologi dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan
menengah melalui kebijakan dan program yang mendukung dapat menjadi langkah penting
dalam mengoptimalkan manfaat dari investasi yang masuk melalui sistem OSS. Dengan ini
pengimplementas sistem OSS dihadapkan pada berbagai kelemahan namun ini dijadikan
sebagai sebuah peluang untuk dapat melakukan perbaikan di berbagai sektor terkait dengan
investasi, penyerapan tenaga kerja, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta transfer
teknologi di Kabupaten Tulungagung. Upaya untuk menyederhanakan regulasi, mempercepat
integrasi sistem OSS, dan mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah serta
transfer teknologi dapat menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan manfaat dari sistem
OSS bagi pembangunan ekonomi daerah(Wahyu Indra Cahyanto, 2023).

Ancaman (Threats)

Ancaman dapat dianalisis dari Perubahan kebijakan dan Risiko keamanan data dan
privasi dalam pengelolaan sistem Online Single Submission (OSS). Proses ini seringkali
dihadapi dengan resistensi yang mana pihak yang tidak mendukung implementasi OSS dapat
menjadi hambatan dalam mencapai keberhasilan program ini, serta tidak adanya kepastian
hukum yang menjadikan ini sebagai sebuah ancaman terhadap perubahan regulasi dan hukum
yang dapat memengaruhi proses perizinan penanaman modal ini menjadikan sebagai sebuah
tantangan yang perlu diatasi. Secaramenyeluruh dari implementasi Online Single Submission
(OSS) di Kabupaten Tulungagung memiliki potensi besar untuk dapat meningkatkan peluang
daya tarik investas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Namun perlu di
perhatikan lagi terhadap kendalateknol ogi dan ketersediaan sumber daya manusia untuk dapat
menunjang keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang dari sistem Online Single
Submission tersebut.

Perubahan arah kebijakan dapat menjadi ancaman, akan tetapi dengan melibatkan
berbagai regulasi dan prosedur yang dapat berubah seiring waktu. Hal ini dapat mempengaruhi
perizinan dan proses investasi di daerah Kabupaten Tulungagung. Selainitu dilihat dari risiko
keamanan data dan privas juga perlu dianalisis mengingat sissem OSS memerlukan
pertukaran informasi sensitif secara daring. Ancaman terhadap keamanan data dan privas
dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam proses investasi dan pengelolaan OSS.
Ketika melihat implementasi Online Single Submission (OSS) perubahan kebijakan dapat
menjadi ancaman serius yang perlu diperhatikan. Sistem OSS melibatkan integrasi berbagai
regulasi dan prosedur sert araha perubahan kebijakan dapat memengaruhi proses perizinan dan
investasi di Kabupaten Tulungagung. Selain itu risiko keamanan data dan privas juga
merupakan hal penting yang perlu dianalisis. Dengan pertukaran informas sensitif secara
daring memunculkan adanya risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi dapat merugikan
pihak-pihak yang terlibat. Oleh sebab ini perlu mengambil langkah-langkah perlindungan data
dan privasi yang kuat sangat diperlukan dalam pengelolaan OSS.

Daam konteks optimalisas investas di Kabupaten Tulungagung dengan
mengimplementasi sistem Online Single Submission (OSS) membawa dampak ancaman yang
perlu menjadi perhatian serius. Perubahan arah kebijakan dapat berdampak pada proses
perizinan dan investasi, sementara risiko keamanan data dan privas juga perlu dianalisis
secara mendalam. Langkah-langkah ini perlu mitigasi risiko dan perlindungan data yang kuat
harus menjadi fokus utama dalam menghadapi ancaman tersebut guna untuk memastikan
bahwa implementass OSS dapat berjalan secara lancar dan aman dalam mendukung
optimalisasi investasi di daerah tersebut(Irfani et al., 2021).
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KESIMPULAN

Investas membutuhkan yang namanya sebuah kepastian hukum baik itu dalam proses
ataupun periznan jaminan perlidungan terhadap investasi yang telah ditanamkan sebagai sebuah
kunci dari daya tarik bagi para investor yang berinvestas di sebuah negara yang telah
teintergrasi oleh sistem Online Single Submission. Online Single Submission dalam
impelemntasinya mampu meningkatkan jumlah investor asing di negara Indonesia serta
mempunyai keunggulan menampilakan sebuah data yang berkaitan dengan perizinan secara
masif, tepat serta akurat, sehingga ini dapat meningkatkan performa dalam mewujudkan
pengaplikasian sistem OSS yang tepat, efisien dan akurat dalam bidang perizinan berinvestasi
di Indonesia. Sistem Online Single Submissio tidak hanya merata pada jaringan internet sgja
melainkan pada sumber daya manusia yang dapat mengoprasionalkan sistem OSS yang
berakibat padatidak meratanya persebaran SDM yang mampu mengoprasiona kan sistem OSS
di Kabupaten Tulungagung.

Implementasi Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Tulungagung memiliki
potensi besar dalam optimalisasi investasi di daerah tersebut. Analisis SWOT dapat digunakan
untuk dapat mengevaluasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang
(Opportunities), dan ancaman (Threats) dari implementas OSS dalam konteks investas di
Kabupaten Tulungagung. Dari segi implementasi OSS ini mempermudah proses perizinan
investasi di Kabupaten Tulungagung. Hal ini dapat dilihat dari daya tarik investas di daerah
tersebut dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, implementasi OSS juga dapat
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan investas sehingga dapat
terjadi penurunan korupsi dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pemerintah daerah.
Namun Implementasi Online Single Submission (OSS) membawa potensi besar dalam
pengoptimalisasian investas di Kabupaten Tulungagung. Dengan ini tentu dapat memperkuat
kekuatan dan mengatasi kelemahan serta ancaman yang ada, dengan ini lembaga pemerintahan
daerah dapat memaksimalkan peluang yang telah dioptimalisasikan dari Online Single
Submission denan tujuan untuk dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dan
kesgjahteraan masyarakat daerah dan nasional.
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